hapter_Muktasam_Kelompok_d
Im_Pembangunan_Pedesaan_w
ith_cover.pdf

y

Submission date: 04-Aug-2022 07:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 1878761501

File name: hapter_Muktasam_Kelompok_dIm_Pembangunan_Pedesaan_with_cover.pdf (1.04M)
Word count: 3775

Character count: 25032



IMuhammadPArsyad)
ISuherman)

(Remaib

Kementerian Desa) Pembangunan Daerah Tertinggal daniTransmigrasi

Perguruan)Tinggi Sekawasan|Timur Indonesia

[T, '
HASANUDDIN UNIVERSITY PRESS




REALITAS DESA MEMBANGUN
Gagasan dan Pengalaman

Mak Cipta © Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan
Toanstnigrasi. ANl rights reserved. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Penyunting . Muhammad Nurdin & Leroy Samy Uguy
Desain Sampul © Suherman

Penata Isi - Muhammad Arsyad & Suberman
Penerbit:

HASANUDDIN UNIVERSITY PRESS

Alamat Penerbit

Kampus [nhas Tamalanrea

). Perintis Kemerdekaan Km. 10

Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90245,
E-mail: lephas@gmail.com

Cetakan Pertama. Mei 2017

ISBN: 978-979-530-145-5

122




DAFTAR ISI

Sambutan Menteri N TRRY A s i
Sambutan Rektor Universitas Hasanuddin ... v
PO TR ..ot e 07 0 viii
Editor dan Kontributor ...........coooooooo X
O Xxxii
Dafiar Tabel ........ ... XXXiv
EREAGININE < ooonrecsmssiniinsiat s il st XXXV
BAB 1. PENDAHULUAN .....ooooooorvveveoeosoooo |
BABII. PONDASI PROGRAM DESA MEMBANGUN ...... 29
Kebijakan Desa Membangun (Sri NGBS ... 30

Pendasaran Teori Kompleksitas bagi Kajian

Realitas Desa unuk Pembangunan: Mempertegas
Tugas Sosiologi Desa (Darmawan Salman) ... 47

Kontruksi dan Indikator Pengembangan Ekonomi
Desa Pedalaman Berdasarkan Potensi Keragaman
Sosial Budaya Lokal (Gusti Hardiansyah,
Thamrin Usman, Kamarullah) ................ . 76

KKN Tematik: Model Integrasi Sumberdaya
dalam Pembangunan Desa (Supratman, Yusran
Jusuf, Saraswati Soegiharto, Adrayanti Sabar) ... 103

BAB . STRATEGI SOSIAL DESA MEMBANGUN ......... 121

Pendekatan Kelompok dalam Pembangunan

Pedesaan:  Fakta, Harapan, dan Tantangan
i PR S TR 122

Pengelolaan Hutan Desa oleh BUMDES: Wujud
Otonomi Desa Mengelola Sumberdaya Hutan
untuk Kesejahteraan Desa (Supratmany ... 147

Realitas Partisipasi Masyarakat  dalam
Rehabilitasi  Lahan  Kritis unfuk  Desa

XXXii

123




PENDEKATAN KELOMPOK DALAM PEMBANGUNAN
PEDESAAN: FAKTA, HARAPAN, DAN TANTANGAN'

Ir. Muktasam, M. Agr. Sc., Ph. D.?

Pendahuluan

Menyimak berbagai upaya pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan,
pemberdayaan masyarakat, dan beragam program pembangunan lainnya,
termasuk pembangunan sektoral dalam rentang waktu tiga dekade terkahir,
maka pikiran kita akan menyentuh fakta bahwa pendekatan kelompok selalu
menjadi pilihan dalam semua program pembangunan tersebut. Pendekatan ini
dipercaya adalah pendekatan yang efisien dan efektif dalam mendorong
partisipasi, melahirkan rasa memiliki, memunculkan rasa tanggung jawab,
komitmen, and mewujudkan keberlanjutan program.

Namun fakta  menunjukkan bahwa konsep indah tentang pendekatan
kelompok dalam membangun desa, mengentaskan kemiskinan, dan
memberdayakan masyarakat tidak selalu indah dalam pelaksanaan atau realita.
Banyak jenis dan jumlah kelompok telah dibentuk dan dihadirkan di tengah
masyarakat desa untuk kepentingan pembangunan, namun sebanyak itu pula
catatan tentang kegagalan kelompok dalam mewujudkan perubahan sosial
ekonomi dan lingkungan yang bermakna dalam pembangunan. Cerita getir
kelompok masyarakat (pokmas) pada program Inpres Desa Tertinggal
EFrogram IDT), kelompok tani pada program Kredit Usaha Tani (KUT),
perkumpulan petani pemakai air @@3A) dalam program pengelolaan air irigasi,
dan kelompok petani kecil pada program peningkatan pendapatan petani dan
nelayan kecil (P4K) adalah rentetan kisah kegagalan pendekatan kelompok
dalam pembangunan masyarakat desa. Di NTB, pada tahun 1996 terdapat lebih
dari 12.000 kelompok pada empat jenis kelompok yang pertama - kelompok
tani, P3A, kelompencapir, dan pokmas.

Seiring dengan perkembangan konsep dalam ilmu sosial, pendekatan
kelompok mendapat angin segar dalam pembangunan pedesaan dengan
munculnya konsep Modal Sosial sebagai salah satu asset penting diantara lima
asset penghidupan (livelihoods assets). Namun konsep baru “kelompok™ dalam
balutan definisi modal sosial (Fukuyama, 2000; dan Pretty, 1999) tidak banyak
membantu dalam merubah kinerja pendekatan kelompok dalam pembangunan,
khususnya pada pembangunan pedesaan. Fakta ini menegaskan bahwa
pendekatan kelompok belum mampu berperan sebagaimana diharapkan.

Tulisan ini ditujukan untuk melihat sisi-sisi strategis upaya revitalisasi dan
pemberdayaan kelompok, agar kelompok tidak sekedar digunakan sebagai alat

(ANaskah disiapkan untuk Bab Buku “Spirit Desa Membangun” — Kemendes RI, 2016
2 Staf pada Program Studi Agribisnis - Fakultas Pertanian, Universitas Mataram.
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untuk melaksanakan program atau proyek, tetapi lebih sebagai wadah
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pedesaan.

Fenomena Kegagalan Kelompok dan Pembangunan Pedesaan:
Era 1990an

Walau pun pada beberapa kasus penelitian ditemukan bahwa masih ada
kelompok yang berperan efektif dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan,
kasus-kasus berikut paling tidak dapat memberikan sedikit ilustrasi tentang
kondisi mayoritas kelompok yang ada di pedesaan di era 1990an (kelompok
tani, kelompencapir, P3A, dan Pokmas IDT), yang hidup segan mati tak mau.

Penelitian kasus di dua desa di Pulau Lombok ditemukan hanya satu kelompok
tani yang aktif dari 16 kelompok tani yang tercatat oleh Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP). Kelompok tani dengan 30 anggota aktif ini berperan tidak
saja dalam hal transfer teknologi, tetapi juga cukup berperan dalam pelayanan
saprodi dan kebutukan pokok, bahkan mampu menghimpun dana hampir 1.5
jutarupiah (Muktasam, 1998).

Sementara itu, penelusuran terhadap kelompok tani yang tidak aktif
menunjukkan hal yang cukup menarik untuk bahan refleksi dalam tulisan ini.
Wawancara dengan pengurus kelompok tidak saja memperlihatkan bahwa
kelompok tidak memiliki kegiatan yang diprakarsai secara mandiri, tetapi
bahkan ada pengurus yang merasa sudah bukan pengurus lagi.

Gaung kelompencapir memang lebih terasa saat-saat menjelang perlombaan,
baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pada saat-saat seperti ini,
intensitas pembinaan meningkat dan setiap instansi terkait dilibatkan. Gaung
itu sedikit demi sedikit mereda begitu perlombaan berlalu dan kelompok
bahkan mencapai tahap berhenti.

Walau diakui bahwa ada beberapa kelompencapir yang mampu "bertahan dan
mungkin berkembang" paska perlombaan, studi kasus tentang persepsi anggota
terhadap kelompok menunjukkan bahwa kelompok dibentuk dengan tujuan
untuk meraih juara dalam lomba kelompok atau lomba desa, daripada sewagai
wadah penyebar informasi.

Kasus yang juga manarik untuk dijadikan sebagai bahan refleksi adalah tentang
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Studi menunjukkan bahwa P3A
begitu berat untuk berjalan menuju perkumpulan yang matang dan mandiri.
Beberapa permasalahan penting yang teridentifikasi antara lain (1) jumlah
anggota yang tidak jelas dan dinamis seirama dengan dinamisnya pola
penguasaan lahan serta mobilitas usahatani, (2) dualisme kelembagaan, antara
P3A sebagai suatu kelembagaan formal baru yang diperkenalkan dengan
kelembagaan tradisional - kesubakan di Lombok dan Bali. Dualisme ini
ternyata pada beberapa kasus memunculkan kecemburuan sosial, khususnya
ditingkat pengurus. (3) proses pengesahan AD/ART yang berlarut-larut. Studi
kasus ini menunjukkan bahwa sebuah AD/ART dapat disahkan oleh Bupati
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dan dicatat di Pengadilan setelah lebih dari dua tahun. Menurut pengurus,
permasalahan ini berdampak pada terbatasnya proses sosialisasi dan
implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam AD/ART. Ironinya,
kepengurusan pun berganti sebelum sempat melaksanakan AD/ART
(Muktasam, 1998; Muktasam, 2000).

Studi kasus pada dua desa penerima dana IDT menunjukkan bahwa semua
pokmas di kedua desa belum mampu berperan banyak dalam program
pengentasan kemiskinan. Pokmas-pokmas ini bahkan berada pada kondisi yang
stagnan , hidup segan mati tak mau. Workshop pada tingkat pokmas
menunjukkan bahwa stagnasi kelompok dapat dimaklumi karena
sesungguhnya peran satu-satunya yang dilaksanakan oleh pokmas adalah
sekedar penyalur dana IDT.

Diakui oleh pengurus maupun anggota pokmas, selama dibentuknya kelompok
belum ada upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan para
anggota kelompok dalam rangka peningkatan kemampuan berusaha. Hal ini
menjadi penjelas kenapa anggota pokmas tidak sanggup untuk
memberdayakan diri dan kelompoknya. Penelitian kasus ini juga menunjukan
bahwa pokmas lebih dipandang sebagai wadah penyaluran dana IDT
ketimbang sebagai wadah pemberdayaan masyarakat miskin.

Sekitar 75 persen anggota pokmas kasus memanfaatkan dana untuk kegiatan-
kegiatan yang non-produktif, seperti untuk membeli beras dan barang
konsumsi lainnya. Penelusuran terhadap proses pembentukan pokmas dapat
menjelaskan kenapa hal-hal tersebut muncul. Dua masalah pokok yang
diidentifikasi sebagai sumber masalah adalah (1) proses pembentukan pokmas
yang dominan "top-down", (2) penggunaan kriteria "miskin" yang kurang pas.
Atas dasar keriteria fakir miskin dari Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah
(Bazis), pada pokmas kasus teridentifikasi sejumlah anggota yang termasuk
sebagai orang-orang yang berusia lanjut (lebih dari 60 tahun), yang secara
konsepsional memiliki orientasi terbatas dalam peningkatan produktifitas.

Fenomena Kegagalan Kelompok dan Pembangunan Pedesaan:
Era 2000an

Berbagai penelitian yang menegaskan tentang kegagalan dalam pendekatan
kelompok bagi upaya pembangunan pedesaan telah juga dilakukan dalam 15
tah(@ terakhir (setelah tahun 2000). Penelitian-penelitian tersebut antara lain
(1) A Longitudinal Study of Group Roles in Indonesian Rural Development:
An Analysis of Policy Fogulation, Implementation and Learning Outcomes
(Muktasam, 2000), (2) A Study of Rural Development in Two Asian
Countries: A Benchmarking Process for Best Practices (Muktasam, A.
2004), (3) Perubahan Struktur Organisasi Industri Pedesaan : Studi di Desa
Banyumulek Lombok Barat — NTB (Nurjannah, 2004), dan (4) Sistem Nilai
vang Mempengaruhi Perilaku dan Interaksi Masyarakat dengan Hutan:
Studi Kasus di Tiga Desa Hutan Kemasyarakatan Batukliang Utara -
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Kabupaten Lombok Tengah — NTB (Muktasam dan Nurjannah, 2004). (5)
Analisis  Kritis atas Peran Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan
Sumberdaya Alam: Studi Kasus pada Tiga Desa di Pulau Lombok
(Muktasam dan Nurjannah, 2006), (6) Kajian Kritis terhadap Kemiskinan di
Lombok Barat (Muktasam dan Nurjannah, 2009), dan (7) Kajian Kritis
terhadap Kemiskinan di Pulau Lombok (Muktasam dan Nurjannah, 2011).

Khusus untuk sektor peternakan, sejumlah penelitian telah dilakukan sebagai
bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan.
Penelitian-penelitian tersebut antara lain (1) Pemberdayaan Peternak Sapi
dalam Rangka Peningkatan Produksi Daging 2010: Sebuah Aplikasi
Pendekatan Participatory Action Research Di Pulau Lombok — NTB
(Suadnya, etal., 2008), (2) Peran Modal Sosial dalam Pembangunan
Pedesaan - Pemasaran Sapi di Bali dan Lombok (Patrick, ct.al., 2010).

Dari perspektif sosiologis dan pengembangan masyarakat (pengentasan
kemiskinan), semua penelitian ini mengkaji peran “Kelembagaan Sosial”,
“Kelompok Sosial” dan “Sistem Nilai” dalam mendukung perubahan sosial di
pedesaan. Pemahaman akan peran kelembagaan dan kelompok sosial ini,
kemudian menjadi dasar bagi dikembangkannya penelitian keempat dan
kelima tentang “sistem nilai” (value system) yang terkait dengan “perilaku
menyimpang” (deviance atau nonkonformitas) masyarakat dalam interaksi
mereka dengan sumberdaya alam seperti hutan serta peran kelembagaan lokal
dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Penelitian paling anyar tentang peran kelompok dalam pembangunan pedesaan
adalah penelitian berjudul “Analisis Peran dan Kapasitas Kelompok Tani
Ternak dalam Mendukung Penciptaan Nilai Tambah Produk Peternakan di
Pulau Lombok: Aplikasi Pendekatan Action Research dalam Pemberdayaan
Masyarakat” Penelitian yang didukung oleh dana penelitian Dikti - MP3EI
Tahun 2012/2014 juga sampai pada satu kesimpulan “Tidak mudah untuk
melakukan pembangunan melalui pendekatan kelompok”.

Program-program Pembangunan dan Sumber Kegagalan

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan di pulau Lombok dalam
sepuluh tahun terakhir. Program-program ftersebut antara lain program
intensifikasi pertanian dan peningkatan pendapatan petani kecil (Supra Insus,
P4K, Nusa Tenggara Agricultural Area Development Program atau NTAADP,
dan Participatory Integrated Development for Rainfed Area atau PIDRA),
program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat akibat krisis
(program IDT dan JPS), program pemberdayaff] masyarakat sekitar hutan
(Hutan Kemasyarakatan atau HKm, dan program Kredit Usahatani Konservasi
Daerah Aliran Sungai atau KUK DAS). Sayangnya, hasil kajian menunjukkan
bahwa dalam banyak hal program-program tersebut ternyata kurang berhasil,
dan bahkan tidak berlanjut (Muktasam, 2000).
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Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kegagalan dalam berbagai program
pembangunan tersebut (termasuk dalam sektor peternakan) disebabkan oleh
dominasi pendekatan vyang bersifat “top-down”, “tidak partisipatif”,
“mengabaikan nilai-nilai dan kelembagaan lokal”, “proyek”, “parallel”, dan
“tidak terkoordinasi” — seperti diilustrasikan pada Gambar 2.1 (Muktasam,
2000; Muktasam, et.al., 2003; Muktasam, et.al., 2004; Muktasam dan
Nurjannah, 2011).

KARAKTERISTIK PEMBANGUNAN

Parallel, Top-down & Disintegrated

| Lembaga Pemerintah | | World Bank | l NGO |
+ + v ! ' I
[ kurkkp | [ kunr ][ pak | [ uepse ][ wmaape |[  wap |
] g 8 B 5 = S
@ @ Lembaga
el e ) |....] Keuangan
. - * < Mikro
Kelompok
@§ Masyarakat
l MASYARAKAT DESA
Gambar 1. Pendekatan Paralel dalam Pembangunan

Temuan-temuan ini sejalan dan konsisten dengan temuan lain tentang faktor-
faktor penyebab kegalan pembangunan di sejumlah Negara berkembang di
kawasan Asia dan Afrika (Harmison, et.al., 1995; Madeley, 1991; Hammer,
1994; and Egger, 1995). Kajian mereka menunjukkan bahwa kegagalan
pembangunan pedesaan juga discbabkan oleh pendekatan pembangunan
yang lebih bersifat top-down, mengabaikan partisipasi masyarakat lokal, dan
mengejar target. Pendekatan-pendekatan tersebut bahkan telah menciptakan
image negatif terhadap program pembangunan (Muktasam et.al.,2004:
Muktasam dan Nurjannah, 2011). Bagi masyarakat desa, pembangunan
bermakna “proyek”, dan “proyek” identik dengan “bagi-bagi uang”. Selain
itu, pendekatan pembangunan yang demikian telah menyebabkan luntur dan
rusaknya nilai-nilai kegotong royongan dan partisipasi masyarakat, dan
bahkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar —
pemerintah.

Peran Ideal Kelompok Tani Ternak

Secara konsepsional, kelompok masyarakat dan juga kelompok tani ternak
dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka perannya bagi
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pemberdayaan anggota dan masyarakat di sekitarnya atau dikenal sebagai
peran kelompok ke bawah (downward roles). Termasuk dalam peran ini
adalah peran kelompok dalam merubah perilaku pengurus dan anggotanya.
Kelompok dapat melakukan kegiatan diskusi, pelatihan, studi banding,
magang, mengundang penyuluh, dan lainnya dalam rangka meningkatkan
wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan para anggotanya dalam banyak hal
yang terkait dengan pengelolaan usaha peternakan. Selain itu, kelompok
juga menjadi wadah bersama untuk mobilisasi dana dan sumberdaya
manusia, termasuk tenaga sehingga meringankan beban anggota. Kegiatan
gotong royong dan ronda adalah termasuk dalam kategori peran ke bawah.

Peran lain yang seharusnya dapat dilakukan oleh sebuah kelompok ternak
adalah peran ke samping (horizontal roles), dan peran ke atas (up-ward
roles). Peran ke samping adalah peran yang dilakukan oleh kelompok dalam
rangka mengembangan jaringan kerjasama, koordinasi dan kesepakatan
dengan kelompok atau lembaga lain yang ada di desa atau di luar desa. Peran
ini juga pada akhirnya ditujukan untuk membantu anggota dan
mengembangkan kelompok. Sementara itu, peran kelompok tani ternak ke
atas adalah peran kelompok dalam mendukung dan berpartisipasi pada
proses pengembangan dan implementasi kebijakan. Aspirasi anggota dan
kelompok dapat dikomunikasikan kepada pemerintah dan menjadi masukkan
bagi pengembangan kebijakan yan terkait dengan pengelolaan usaha
peternakan, termasuk misalnya dalam hal pemasaran sapi, pengembangan
usaha produktif seperti pupuk organik, biogas, pengolahan produk-produk
peternakan, dan usaha simpan pinjam.

Secara skematis, semua peran ideal yang dapat dilakukan oleh kelompok
tani ternak dapati digambarkan seperti pada Gambar 2 berikut ini.
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PERAN “KELOMPOK TANI TERNAK"” DALAM
PENGELOLAAN USAHA PETERNAKAN

Memberikan masukkan/dukungan terhadap
berbagai kebijakan dalam rangka pengelolaan &
pemanfaatan USAHA PETERNAKAN

Ke atas ﬁ
Ke sampin - . L .
ping Menjalin kerjasama, koordinasi, kemitraan

’ KELOMPOK ‘ |:> dengan kelompok & lembaga lain di tingkat

MASYARAKAT desa dan atau di luar desa dalam rangka
pengelolaan & pemanfaatan USAHA
PETERNAKAN

Ke bawah ’ ‘
N7

Merubah perilaku (pengetahuan, sikap, ketrampilan & tindakan)
anggotanya ke arah yang lebih baik dalam pengelolaan USAHA
PETERNAKAN melalui beragam kegiatan penguatan kapasitas
seperti diskusi, pelatihan, penyuluhan, studi banding, magang
serta kegiatan-kegiatan kelompok lainnya (perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi); mendukung permodalan; dll.

Gambar 2. Peran Ideal Kelompok (Kasus Kelompok Tani Ternak)

Kenapa Pendekatan Kelompok dalam Membanguna Desa
seringkali Gagal?

Kajian kritis di atas (baik di era 1990an hingga 2000an) memberikan
gambaran yang jelas akan adanya masalah penting dalam upaya pemanfaatan
kelompok sebagai sebuah modal sosial bagi kepentingan pembangunan.
Masalah-masalah tersebut antara lain, pendekatan yang paralel dan kurang
terkordinasi, bersifat top-down yang kurang partisipatif (konsep Transfer of
Technology), pendekatan dengan pemberian insentif (tidak efektif), dan upaya-
upaya pencapaian target tanpa memperhatikan kondisi objektif. Selain faktor-
faktor ekternal tersebut, faktor-faktor intenal dan lingkungan kelompok juga
turut mempengaruhi penampilan kelompok, keduanya tidak akan dibahas
dalam tulisan ini. Selain itu, juga ada gap antara “konsep” atau “‘rumusan
kebijakan” dengan “realitas” atau “implementasi kebijakan”.

Pendekatan paralel, parsial dan kurang kordinasi seringkali berdampak pada
duplikasi pelayananan, pemborosan dana dan tenaga. Tidak ada proses
konvergensi sumberdaya yang seharusnya dapat dilakukan untuk
pemberdayaan kelompok. Hal ini menjadi penting ketika program atau proyek
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diarahkan kepada sasaran yang juga menjadi sasaran pihak lain atau yang
menghendaki koordinasi dan pendekatan sistem.

Pendekatan "top-down" tampak jelas pada beberapa kasus di atas, yang
berakibat pada kurangnya partisipasi dalam proses-proses kelompok, dari
perencanaan hingga pengawasan dan penikmatan hasil. Padahal disadari
bahwa partisipasi menjadi dasar bagi tumbuh dan berkembangnya komitment
untuk mendukung program dan kegiatan kelompok. Beberapa lasan bagi
munculnya pendekatan 'atas-bawah' ini antara lain sifat program yang 'segera’,
dan usaha-usaha untuk mencapai 'target' dalam jumlah dan batas waktu.

Selain itu, kekeliruan persepsi terhadap penyuluhan dan pelaksanaan program
pembangunan sebagai suatu proses transfer tehnologi dan penyampaian
program menyebabkan kita memperlakukan kelompok sebagai pihak yang
menerima program, dan kelompok sebagai alat untuk mentransfer tehnologi
dan program. Akibatnya, terbentuk persepsi bahwa kelompok menjadi milik
instansi tertentu, dan bukan menjadi miliki petani. Kelompok yang demikian
karenanya akan mengadakan kegiatan atau pertemuan kalau memang
dikehendaki oleh instansi yang bersangkutan.

Pendekatan insentif - misalnya dengan menyediakan uang saku tau transpor -
dalam beberapa hal cukup berarti dalam mendorong 'partisipasi', paling tidak
untuk menghadirkan anggota kelompok dalam suatu pertemuan. Hal ini
berlaku khususnya bagi instansi-instansi yang memiliki dana cukup. Di sisi
lain, pendekatan ini menjadi sangat antagonis bagi instansi lain yang kurang
memiliki banyak dukungan dana. Bagi mereka, mengumpulkan anggota untuk
pertemuan kelompok merupakan masalah tersendiri.

Ke Arah Pemberdayaan Kelompok bagi Pembangunan Pedesaan

Kelompok tidak sekedar instrumen untuk implementasi kebijakan, tetapi
merupakan wadah pemberdayaan masyarakat pedesaan. Menilik pada konsep
pemberdyaannya Ife (1995) dalam bukunya berjudul "Community
Development", pemberdayaan sebagai suatu proses untuk meningkatkan
kekuatan pihak-pihak yang kurang beruntung, hanya dapat dilakukan melalui
pendekatan-pendekatan yang mampu melibatkan mereka dalam proses
pengembangan kebijakan, perencanaan, aksi sosial politik, dan proses
pendidikan.

Esensi proses pemberdayaan yang digarikan oleh Ife (1995) tersebut menjadi
argumentasi bahwa upaya revitalisasi peran kelompok hanya dapat dilakukan
melalui proses-proses yang partisipatif, dari tahap pembentukan atau inisiasi,
perencanaan, aksi, pengawasan atau evaluasi, hingga pada sharing hasil yang
diperoleh kelompok. Chamala (1995) dengan konsepnya tentang Participative
Action Management (PAM) menggaris bawahi bahwa suatu kelompok yang
efektif terbentuk minimal dalam waktu enam bulan, sejak tahap Inisiasi hingga
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tahap pengembangan fungsi kelompok. Pada tahap inisiasi misalnya,
diperlukan suatu kesadaran bersama akan eksistensi masalah dan kebutuhan.

Melibatkan anggota dan pengurus kelompok dalam proses inisiasi hingga
pengembangan fungsi kelompok, menurut Chamala (1995) menjadi bagian
sentral dari proses pemberdayaan kelompok, yang pada gilirannya munculnya
kepercayaan akan kemampuan diri (self-empowerment), tanggung jawab, dan
komitment.

Fase-fase berikut memberikan satu ilustrasi praktis tentang proses
pembentukan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat.

FASE 1:
INISIASI

Tahap 1: Kesadaran tentang adanya masalah internal & external (oleh
pemimpim local, warga, petugas atau pihak-pihak lainnya).

Tahap 2. Penyatuan perhatian terhadap masalah (diskusi informal diantara
pihak-pihak yang sadar akan adanya masalah).

Tahap 3: Testing tentang adanya perhatian yang lebih luas (diskusi informal
dengan tokoh masyarakat atau instansi terkait).

Tahap 4: Mencari dukungan lebih lanjut (khususnya dari tokoh masyarakat,
agen pembaharu, dinas, dll).

FASE 2:
PEMBENTUKAN

Tahap 1: Undang untuk pertemuan (meliputi staf dari instansi terkait dan tokoh
masyarakat. Hal yang pokok yang ingin dicapai dalam tahap ini
adalah pemilihan panitia pengarah, yang kemudian bertugas
menyusun draf rencana umum dan struktur kelompok).

Tahap 2: Mengembangkan struktur kelompok sementara dan rencana wmum
(dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah, dan mencari
informasi serta bantuan dari pihak-pihak terkait).

Tahap 3: Pengesahan struktur dan rencana umum kelompok dalam suatu rapat
umum (biasanya panitia pengarah terpilih sebagai pengurus
kelompok).

FASE 3:
AKSI

Tahap 1: Memeriksa rencana umum guna merumuskan tujuan jangka pendek
(fokuskan pada satu proyek yang viable).
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Tahap 2: Mengembangkan rencana kerja dan menetapkan program kerja
(misalnya memutuskan apa yang perlu dilakukan, sumberdaya,
waktu, koordinasi, dll).

Tahap 3: Implementasi rencana kerja (pelatihan, demonstrasi, dll).

Tahap 4: Evaluasi dan dokumentasi kemajuan.

FASE 4:
PENGEMBANGAN/PEMBUBARAN ATAU
RESTRUKTURIS ASI

Tahap 1: Mengembangkan fungsi yang sudah ada (tangani lebih banyak
masalah, capai sasaran atau target yang lebih luas, perbanyak
inisitif. Dalam hal kelompok tani, tingkatkan jumlah penyaluran
saprodi, kurangi kredit macet, dll).

Tahap 2: Kembangkan fungsi baru (tidak saja memperbanyak pelayanan
buat anggota, tetapi juga kembangkan fungsi "berperan ke atas dan
atau ke samping", menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang
lebih luas.

Tahap 3: Perluasan kelompok (mengembangkan jangkauan lokasi atau
membentuk subkelompok baru yang sesuai).

Penutup

Dalam usaha pemberdayaan kelompok, komitmen semua stakeholders sangat
diperlukan. Pendekatan-pendekatan yang selama ini kurang efektif perlu untuk
dipertimbangkan kembali, seperti pemberian insentif yang berlebihan, kejar
target menurut jumlah dan batas waktu, pendekatan paralel dan “top-down”,
dan semacamnya. Pendekatan-pendekatan ini pada dasarnya berlawanan
dengan prinsip-prinsip pemberdayaan serta filosofi pendidikan orang dewasa,
“jangan memberi ikan, tetapi berilah pancing, atau berilah ilmu tentang cara
menangkap ikan". Seperti telah diungkapkan, pendekatan-pendekatan tersebut
di atas merupakan sumber dari ketidak berdayaan dan ketergantungan
kelompok. Kelompok hanya akan melaksanakan pertemuan kalau dikehendaki
oleh pihak luar. Kelompok tampak sebagai kerakap yang hinggap di batu
“hidup segan mati tak mau ",
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